WALKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PEKATURAN WALIKOTA 1'UAL
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

Merumibang . &  bdhwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman
Kinerja guna memaksimalkan peran dan fanggung jawab
dalarn pclaksanaan tugas dan pekenaan serta pemberian
muotvasi yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal,
maka perlu disusun uraian tugas dan jabatan secara
sistematis dan terpadu;

b bahwa untuk menindak lanjuli  ksientwan Pasal 19
Perawran Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tua), make perlia uraian
tugas jabatan sebagai pedoman dalam pelsksanaan tuges
organisasi; '

¢ bahwa berdasarkan ﬁcrﬂmbangan sebggaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Tual.

[

Mengingat Undang Undang Nomor €0 Tahun 1958 tentang Penstapan
Undang-Undang Nomor 23 Tshun 1957  tentang
Pembeniukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I daiam
Wilayah Datrah Swatantra Tingkat I Muluku (Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 1938 Nomor 111,

Tambahan Lembar-an  Nepara RcPublik Indonesia

Nomor 1645),

2 LUndang-Undang Nomor 25 Takian 2004 tentang  Sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4421}

3. Undang-Undaiig Nomor 33 . Tahun 2004  tentang
Perimbangan -Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4438);




Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual & Provinsi Maluku ({Lembaran
Negara Repuvohk Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan  Lembaran  WNegara  Republk  Indonesia
Nomor 4747);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Letnbaran Negara Republik Indenesia Tahun 207
Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negura
Nomor 5038); '

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipl  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tabun 2014 Nomor & Tambahan Leinmbaran Negars
Republik Indenesia Nomor o494

Undang-Undang Nommor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dasrah  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
lelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemer 9
Telwin 2015 ientang Perubahen Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Teshun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesls Tahun 2015
Nomor 38, Taimbahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1954 tentang
Jabatan Fungsional Pegawel Negeri Sipil {Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Tahun 1994 Nomaor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomoer 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Normor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan' Pereturan  Pzmerintah  Neomer 5
Tahun 2003 tentang Pearubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawail Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon.esia
Nomer 4192);

10.Peraturan Pemerintgh Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawal Negeri BSipil Republik ‘Indonesia
Dalam Jabatan Struktural {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoniesia Notmor 4018) Sebagaimana- telaki
diubah  dengan  Peraturan  Permernzah  Nomior- 13
Tahiun 2002 (Lembaran kegara Republk Indoriesia
Tahun 2002 Nomeor (33, Tambahen Lembaran Negara
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Republile Indenesia Nomor 4:94);




ll1Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,; dan Pemberhentian
Pcgawai Negeri Sipil (Lerobaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nowwoe 15, Tambaban Lombaran  Negara
Republik ndonesia Nomor 4263);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tlentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenpgaraan
Pemmerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Talun 2005 Nemor 1635, Tambabhan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan  Pemermtah Nomor 18 Tahun 2018 ‘entang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
.Hﬂpublik Indonesia Nomor 3887);

14.Peraturan Menteri Dajam Negerl Nomor 30 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republk Indonesia Talun -2015 Nomer 2036

15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomoer (12 Talun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kot Tual
(Lernbaran Daerah EKota Tual Tabun 2016 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Normor 7096);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS

JABATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TUAL.

BAGB |
KETENTUAN UMUM

Tozak i

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

e S

Daerah adalah Kota Tual;

Pemerintah Daerah adalagh Pemerintah Kota Tual;

Walikota Tud adalah Walikeda Tual:

Wakil Walikota adalah Walil Walikota Tual

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah ¥ota Tual,
Badan Daeral: adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tual;

Peranigkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah  yang
bertanggung javab lepada Walikota dalam rangka penyelenggoraon
pemerintahan yang terdini dari Sekretariat Dacr:sih, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Dacrah;

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTE, adalah
unsur pelaksana  tekmis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegistan teknis pepunjang tertenti,

10 Jabatan  Struktural adalah  kedudukan vang menupjukkan  tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pepawai ncgeti sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisas;
3



11, Jabatan fungsional Pegaw:a Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan
fungsional adalah kedudukan yang menunjulckan tugas, tanggungjawab,
wewenangz dan hak seorang Pepawai Negerd Sipif dalam suatu saruan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/ atau keterampilan tertenta serta. bersifiat mandiri:

12. Pelaksana adalah jabatan i luar jabaltan struktural maupun jabatan
fungsional herada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanazan
sebagian tUgad pafsd jabatan strukiura);

133tandar Kompetens: Jabatan yang selan‘urnya disebut standar kompetensi
adalah persyaratan lkompetensi minimal yang harus dimiliki seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan wgas jabatarn;

14.Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerinlah oleh Pemerintat
kepads dacrah otonom dalam keranpgka Negara Kesatuan TRepublik
Indonesia;

15.Tugas Pembantuan adalah perugasan dari Pemerintah kepada Daerah
darnjatau TDesa, dari Pemerintah Provinsi kepada Xabupalen/Kos
dan/atau Desa serta Dap Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk
melaksanaltan tugas tericntu;

16. Tugas Pokok adalah sekumpulan aktifitas unfuk menyclesaikan pelkerjaan;

17. Fungsi adalah sekelompok akiifitas yang rtergolong padas jemis yang sAma
berdasarkan sifat atau pelaksaannya;

18. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian aes serhua tuges jabatan
yang rnerupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan
dalam memproses bahan kerja meniadi hasil kerja dalam kondisi tertentu,

BAB H '
BaDAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1} Susunan Urganisas Badan Pendapatan Deaerah Kofa Tuel terdin dan:
a Kepalda Badan.
bu Sekestariat, terdiri dar:
1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaan,
2. 8ub Bagian Keuangan,
3. Bub Bagian Perencanaan.
¢, Bidang Pendaftaran dan Pendatzan, terdiridari:
1.8eksi Pendaftaran dan Penguolaban data;
2. 3eksi Pendataan;
3. Seksi Analisa dan Evaluas:.
d. Bidarig Perhitungan dan Penetapan, terdiri dar :
1. 3eksi Perhitungan;
2.5cksi Penetapan;
3. Seksi Pembukuarr.



g, Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari:
1. Seksi Penagihan;
2. Seksi Keberalar
3. Seksail Pelaporan.
I Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari:
l. Seksl Pemeriksaan dan Penertiban;
2. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
.3, Bekal Penyulchan;
(2} Unit Pelaksana Teknis Badan [UPTH
(3} Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Pendapatan Daersh Kots Tual mermpakan unsur pelaksana otonami
daerah pemerintah Kota dalam melaksanakan lungs: penunjang keuangan
daerah yang berkedudukan dibawah dan bertangging jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Dacrah.

FPasal 4

Badan Pendapatan Daersh Kota Toal, mempunyai tugas membantu Walkota
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam melaksanalan  fungs)
penunjang keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi
tugas pembantuan dan tugas-iugas hin yang dibenkan Walikota,

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan

Pendapatan Dacrah menyelenggarakan fungsi:

a Perumusan Kkebijaltan dan pelaksanaan teknis @& bidang Pendapatan
Daerah; '

b, Menyelenggarakaii ureSan peémperiibahan dan  pelaksansarn  pelgyanai

umum 4 bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan,

Pembinaan dan peclaksanaan tehnis di bidang pendapatan;

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;

Pengélnlaan Urusan Kesekretdriatan Badai;

Pelaksanaan tugas lain sesuei kebijakan warg ditetapkan Walikota &

kdang Pendapatan Daerah.

Mmoo oon

Bagiar. Ketiga
KEPALA BADAN

Pasal 6

Uraian Tugas Kepsla Badarn, scbhagai berikut ;



Memimpin pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah yang meliputi
Sekretariat, Bidang Pendaftaran dam Pendataan, Bidang Perhitungan dan
Penctapan, Bideng Penagihan dan Keberatan, dan Bidang Pengendalian dan
Pengembangan serta UPTB;

b, Merumuskan rencana strategis { RENSTRA ) dan rencana kerja { RENJA);

-

— -

Menyusun rancangan dan pelaksanaan kebijakan, pmgram dan kegiatan
pada lingkup Badan Pendapatan. Daerah;

Menyusun kebijakan pelaksanaan pungutan pajak dacrah dan retribusi
daerah;

Melaksanakan pendataan penggalian potensi,

Melaksanakan pendaftaran dan pendatfan, pelayanan serta penagihan
kepada wajib pajak daerab dan wajib retwribusi daerah;

Melaksanakan pembukuan dan pelaporan hasil pungutan dan setoran
pajak dacrah, retribusi dacrah serta pendapatan daerah ainmya;
Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian oprasional di
bidang pendepatan daerah; _
Melaksanakan penyuluhan pajgk dgerdh, reiribusi daerah dan pendapatan
dacrah lainnya;

Melaksanakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas den fungsi,

. Melaksanakan penyelesaian keberatan pajak dan retribusi

Mendistribusikan pekerjaan dan membern petunjuk pelaksanaan tugas
Repada bawehan;

Mengkoordinasikan, mengendalikan, membimbing serta mengevaluasi hasil
kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas ker ja;
. Mengkoordinasikan penyusunan konsep, harmonisasi strategi dan eveluasi

kebijekan pendapatan asli deerah;

Menyelenggarakan urusan pemerimtahan dan pelayanan bidang pendapaten
daerah;

Melaksanakan penagihan piutang pajak dacrab selaku pejabat penagihan
daerah:

Melaksanakan xerja sama dengan pihak lain atas izin Walikota dalarn
bidang pajak dasrah dan retribusi dacrak;

Memaraf dan atau menandatangani naskah surat menyurat sesuai
dengan kewenangannya, seéria  mengarahkan RKA dan DPA  serta
mengendalikan DPA;

Melaksanakan koordmasi dengan SKPD pengelolah pendapatan daerah,
serta memberikan saran pertimbangan kepada aiasan;

Meleksanakan tugas kedinasan lainnya yarg di berikan oleh alasac [/

pimpinan s2sual peraturan yang berledoy;

u Menyusun Standar Operasional Prosedur {SOP). |

Bagian Keenipat
SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN

Pasal7

Uraian Tugas Sekretaris, scbagat berikut -

a.

Memimpin pelaksanaan tugas kesekretanatan yang meliputl Sub. Bagian
Umum dan Kepegawaian, Sub. Bagan HKeuangen dan Sub. Bagiah
Perencanaan;
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Meng}{mrdinasﬂ{aﬂ renstra,  renj oserta program/kegiatan Badan
Pendapatan Daerah;

enyslenpgpardan urusan kesekretariat meliputi @ ketatausahaan, Kearstpan,
delument asi, pengelolaan administrasi umum, kepegawalan, perlengkapar,
keuangan, aset, Kerumah tanggaan serta perencanaan program  dan
kegiatan dalam menun jang kelancaran pelaksanaan tugas;
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sckretariat;
Mendistribuisikan pekerjaan dan mmemberi  arahan  pelaksanzan  tugas
kepada bawahan serta mengendalikan kegiatan bawahan;

Mengevaluasi hasll kerja bawahan dalarn rangaka upaia meningkatkan
produktifitas keria; _

Mengkoordinasikan penyustnan tata naskah dinas yang berkaitan dengar
Selgrel: ariaf;

Mengkoordinasikan perumusan dan  penyasunan  standar operasionsu
progedur (S0P} dan standar pelayanan linglup badan,

Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuwangar, LAKIB, LPPD;
Mengkoordinasikan perumusen can  penyusunan  usulan kebyjakan,
pedoman, petunjuk pelakeanaan dan petunjuk teknis lingkup badan;
Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan
administrasl umum balk surat masuk/kelvar maupun raskah dinas;
Melaksanekan fungst sebagel pejabat penata wusaha keusngan BSKPD
(PFK - S8KPD);

Mengkoordinasikan fasilitas pengaduan masyarakat baik melalui keotak
saran, media cetak/elekironik maupun vang datang secdrs lAngsung sesual
dengan kewenangannya;

Mengkoordinasikan layanan kehUmasan;

Mengkoordinasikan kerja sama dengsn pihalt lain;

Mengkoordinasikan penyusunan KA dan DPA Lingkup Badan;
Melaksanakan koordinasi dengen instansi terkait lainnva,

Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan,

Melaksanakan monitering dan &valuasl pelaksansan Regiaran Sekretariat;
Meleksanakan administrasi peralanan Jdinsy;

Meclaporkan  dan  mempertanggungjiawabkan  pelaksanasan  kegiaian
Sekretriat;

Pengoordinasian bidang-bidang linglup badan,

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnva yang diberikan  oleh  atasany
pimpinan sesuar dengan peraturan yarig berlaku,

Pasal 8

(1) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan, sebagai berikouat:

a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian,

b, Menyusun rencana kerig Sub Bagian Umum dan Kepegawaisn;

c. Melaksanakan pelayanan admimstras umum dan ketatausahaan, seita
mengelolah tertib administrasi perkantoran;

d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan
tugas kepada bawahan,

e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub. Bagian
Umum dan Kepegawaian;

~]
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b I

L.

Menyvusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan
peidnjuk tekius yang terkait dengan tyas dan fungsi Sub. Bagian
Umum dan Kepegawaiai; '

Merumuskan dan menyusun S0P dan 8P yarg berkaitan dengan tugas
dan fungsi Sub. Bagian Umum dan Kepegaivaian

Menyelenggarakan ' pengelolaan.  sural meonyvurat,  kearsipan dan
kerumahtanggaan antara lain, wurusan protoloaler,  pengaturan
penerimaan tamu, [ayanan kehumasan, rapat, dan keamahan kantor,
serta peralatan dan saramsa dan prasarana kantor;

Menyusun  Eencana Kebutuban Barang  Milik Daerah  {(RKBMDY,
Rencana Kebutuhan Pemel:haraan Barang Milik Daerah (REKEFBEMDI, dan
pengadaan barang dan jasa lic ghup badan, serta pengelolaan investasi
barang;

Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, pengurusan, penylmpa:ian
dan pengusulan penghapusan aget lingloap badan,

Melaksanakan admimstrasi kepeguywiaan, amars lain menyusun bahan
pembinaan kedisiplinan pcgawai, perencansan kebutuhan SDM melalui
usulan penyedian, pemanfaatan, pendayagunsan, pengembangan dan
peningkatan kapasitas;

Melaksanakan analisa kebutuban jabatan, pendidikan dan pelatinan
aparatur, fasihtas pendidikan dan pelabhan, bimbingan tsknis, tugas
telag 1, i2in belajar dan lain - [ainnya,

. Melaksanakan pelayanan adminisiras: perjalanan dinas;

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi  kepegawaian  melipun
penyusurnan DUK, nomipatif pegawai, pembuatan Burat Keterangan
Untulk Mendapatkan Tunjangan Kelkurangan { SKUM PTK 1, pengusulan
kenaikan pangkat, gaji berkala. penpusulan pemberntukan karis karsu,
karpeg, asuransi kesehatan, pembuatan absen pegawai  dan
administrasi kepegawalan lainnya;

Menghimpun ¢an mengelolab Sasaran Kerja Pegawal (BKP) Linglup
Badan;

Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulanan, tahunan dan insentif
kepada atasan langsung;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi erkait:

Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan;

Merumuskan dan menyusun REKA  Sub,  Bagian Umum  dan
Kepegawaian:

Melakukan lugas kedimasan lainnya.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut :

a.
b

.

Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Keuangan,

Menyusun rencAna kerja Sub. Bapgian Kelangan;

Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arshan pelaksanaan tugas
kepada bawahan;

Mengevaluasi hasil kerja bawahan dialam  upaya. meningkatkan
produkiivitas kerja;

Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub. Bagisn
Keuangan; '

Merumuskan dan menyusun S0P dan 5P vang bDerkaitan dezgan Sub,
Bagian Keuangan, serta melaksanakan DPA dan menviapkan SPM;
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g,

Menyusun konsep kebijakan, pedoman, pefunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis yang terkest dengan tagas dan fungsi Sub. Bagian
Keuangan;

Melakukan  pengelolaan administrasi  keuangan  yang  melipud
penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyeforan
pendapatat,

Memfasilitasi dan melaksanakan akuntansi dan penyuslnan laporan
keuangan/neraca badan,

Mengelola gap dan tunjangan pegawai;

Mengkoordinasikan bendahara penerimaan, bendahara pengeliiaran,
pembukuan  bendsbara — pepnenmadan, — pembukuan  bendahara
pengeluaran, operator simda serta pembukuan legalisasi pembayaran,
Melaksanakan penatausahaan keuangan SKPD;

Mengknordinasikan Perencanaan dan Penjyusunan RKA dan DPA
Lingkup Badan;

Membuat lapcran reahsas kenangan bulanan, semcster dan tahunan
badan;

Mengkoordinir  penyusunan  Laporan  Keterangan  Pertanggung
Jawaban (LKPJ);

Melaksanalkan kooremgs: dengan mestans: terkait;

Memberikan sarar dan pertimbangan kepada atasan,

Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Keuangan;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnga.

Urailan Tugas Kei:tala Sub Bagian Perencanaan, sebagai berilcut :

a
b

.

Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Perencanaan;

Menyusun rencana keaja Sub. Bagian Perencanaan;

Mendistribusikan pekeryaan dan membert arahan pelaksanzan tugas
kepada bawahan;

Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam  upaya meningkatkan
produktivitas keria;

Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan 3ub. Baglan
Perencanaan.

Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunpul pelaksanaan dan
petunjuk teknis yang terkait dengan btugas dan fungsi Sub., Bagan
Ferencanaan;

Merumuskan dan menyusun SAP dan SP vang berkaitan Sub. Bagian

Perencanaan;

Merurnuskan den menyusun RENSTRA, RENJA, LAKIP, RKA/DPA,
LFFD, RKA-P/DPA-P Lingkup Badan;

Melasanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan RPJMD;
Menyiapkan data, mformasi dan dokumentasi sebagal  bahan
penyusunan evaluasi dan pelaporan;

Melaksanaken evaluasi dan monitoring hasil program dan kegiatan
hngloup badan; :
Melaksanakan fasilitas penyusunan dan penghimpunan SOP dan SP
Lingkup Badan;

Membantu penyusunan [KPF dan Laporan Akhir Keuangan dan
menyusun Neraca lingkup badan;

Melaksanakan penyusunan rencana Kegiatan tahunan badan;



0. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan
kegiatan lingkup badan;

p. Mengumpulkan dan menganalisa daa hasil- pelaksanaan program dan
kegiatan bidang-bidang lingkup badan;

g Melaksanakan péngelolaan data dan dokumentas pelaksanaan prografy
dan kegiatan lingkup badan;

r. Menyusun laporan pelaksapaan program dan kegiatan serta menyusun
rencana. usulan kebytuhan anggaran keuangan lingkup badarnyg

S. Mcla.lésaﬂakaﬂ koordinasi  dengan  instansi terkait vang mehputi

asistensi REASDPA dan RKA-P/DPA-P;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

o

Bagian Kelima
BIDAKG PENDARTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 9

Uraian Tugas Kepzle Bidang Pendaftaran dan Pendataan, sebaga: berikut

al

B

Lo

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaron dan Pendataan yang
rmeliputi Seksi Pendaitaran dan Seksi Analisa dan Evaluasi
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerjs Bideng Pendaftaran dan
Fendataan;

Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arphan pelaksanaan tugas
kepada bawahan

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;

Mengevaluasi hasil keja bawahan dalam upaya meningkatkan
produktifitas kerja;

Menkoordinasikan peramusan  dan  penyusunan arusan  kebijakan,
pedoman, petunjuk teknis, petunjuk peiaksarasn yang berkaitan demgan
tugas dan fungsi Bidang Peadaftaran dan Pendataan;

Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Peélavanan [SP). yang bterkaitan dengen TWges
dan fungsi Bidang Pendaltaran dan Pendataam;

Mengkoordinasikan penerbitan NFWPD;

Mengkoordinasikan pelayanan dan konsultasi terhadap Wealb Pajk, Wajb
Retribusi;

Mengkoordinasikan penyampaian SOP;

Mengkcoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan uj kebenaran objek
pajak daerah/retribusi daerah & lapangan terhadap laporan data yang di
sampaikarl Waijib Pajak/Wajib Reiribusi;

Menpkoordinasikan penyusunan daftar induk Walib Pajk dan Wajib

Retribusi;

Mengkéurdinasikan pengumpulan, penghimpunan dan  validasi  data
potcﬁsi Paiak Daerahl dan Retribusi Daerah;

Mengkoordinasikan pelaksanan pendataan dan pemlidan objk Pajak/
objek Retribusi; '

Merumuskan konsep kebijakan Zona WNilai Tanah {ZNT) Daftar Biaya
Kompenen Bangunan (DBKB}). Nilai Jual Objek Pajk (NJOP} PEB - P2
Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkail;

Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
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Memberikan saran dan pertimbarnigan kepada atasan;

Melaksanakan momnitoring dan evaluasi pelaksanaan keplatan Bidang
Pendaftaran dan Pendeataan;

Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan kegialan bidang,
Melaksanakan tupas kedinasan lainnya.

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Seksi Pendafitaran, sebapgal benkut :

A n ot p

o

og e p

r.

Memimpin pelksanaan tugas Sdcsi Pendaftaran; _

Menyusun rencana Kerja, program dan kegiatan Se<si Pendaftaran;
Melaksanakan program dan kegiatan seksi

Mendistribusikan pekerjaan dan memberilcan  arahen  pelaitsanaan
tugas kepada bawahan,

Mcngovaluas:  hasil kerja  bawahan dalam  upaya meningkatkan
produktivitas kerja; -

Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (S0P dan Standar
Pelayanan (SP} vang terkait dengan tugas dan fangsi Sekst Pendafltaran,
Menyusun konsep Kebijakan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis yang terkait dengan tugas dan  fungs  Seksi
Pendafraran;

Melaksanakan pelayanan pendataran dan konsultasi pajpk daersh dan
retribusi daerah kepada wapb pajak /wajb retribusi;

Melaksanakan pengadministrasiaan dokumen atau pengarsipan dan
pemiliharaan data WP/ WR;

Memy rusun dan memelihara Daftar Induk WEF/WR,

Mengelola domor Pokok Wajb Pajpk Daerah dan Retnbusi Daerah;
Mendistribusikan berkas pendaftaran WP/WR kepada Bidang Teknis
lainnya;

Menyvusun dan menjelaskan sistim mfomasi pengelolah Data Induk
WP/ WR; '

Menyusun KA Sdosi Pendaftaran;

Mclaksanakan koordinasi dengan SKPD terkail;

Memberikan saran dan pertmbangan kepada atason,

Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Seksl Pendaftaran:

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Uraian ‘Iﬁgas Kepala Seksi Pendataan, sebagai berilor -

B oo op

Memimpin pelaksanaan tupas Seksi Pendataan;

Menyusun rencana kerja, program dan kegi alan Seksi Pendataan;
Melaksanakan Program dan Kegiatan Seksi Pendataar;
Mendistribusikan pekeriaan dan memberikan arahan pelaksanaan
tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meéningkatkan
produlctifitas kerja;

Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayranan (SP) yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Pendataan;
Menyusun konsep Kebijakan, Pedoman, Petuntuk Pelaksanaan don
Perunjuk Teknis vang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Pzndataan;
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(3)

7 H

o

T.

Melaksanakan Pendataan dan Penilaian OCbgk dan Subjgk Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah tennasuk PBB-P2;

Melaksanakan pemeriksaan dan penclitian kebenaron data WP/WR
serta mengevalidasinys;

Melakukan penyusunan, pemeliharaan dan pentafsiran Data Zona Nilad
Tanah (ZNT), Daftar Wilayah Komponen Bangunar (DBEB} dan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOR) PBB-PZ;

Melaksanalan Pengumpulan Harga Pasar Tanah dan Bangunary
Melaksanakan Pengurnpulan dan Pengelolaan Data Obyek dan Subyek
Paja‘k Daerah/Retribusi Daerah;

Menyusun RKA Seksi Pencdataan;

Mclaksanakan fasilitasi pembinaan dan peninglcatan kapasitas
stakeholder yang berkaitan dengan pengelolahan PBBE-P2 dan BPHTB,
Melaksanakan koordinasi dengan SKFPD terkait;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

Menyusun Laporan Pertanggungiawaban Pelaksanaan Kegiatan Seksi

Pendataan;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Uraian Tugas Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi, sebagai berikut

a
b

o

¥

Memuimpin pelaksanaan tupas Seksi Anahsa dan Evaluasi;
Menyusun Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Seks Analisa dan
Evaluasi;
Melaksanakan program dan kegiatan Selesi Analisa dan Evaluasi;
Mendistribusikan pekerjpan dan memberikan arahan pelaksanaan
tugas kepada bawahan;
Mengevaluasi  hesil kerjp  bawshan  dalam  upays  penigkatan
produktivitas kerh,
Menyun keonsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan (SP) vang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Analisa dan
Evaluasd:
Menyusun konsep kegiatan, pedoman, petunjuk pelaksanaan den
petunjuk teknis yang terkait dengan tugas dan fungst scksl analisa dan
evalumsy
Melaksanakan pegumpulan bahan, data dan atau informasi kepatuhan
WP/ WE;
Melaksanalkan penpecckan lapangan dan atau klarifikasi kepatuhan
pembayaran pajak/retribusi daerah;
Melaksanakan evaluasi dan pemutahiran data potens! pajak dasrah dan
retribusi daerah;
Memfasilitasi dan mengkoordinasi perumusan rencana pencrimaan PAD
dan evaluasi PAD; '
Melaksanakan pengumpulan bahan, pengkajian dan menyusun konsep
rancangan Regulas: Pajak/Retribusi Daerah;
Melaksanakan telagh, harmeonisasi tata penyusunan konsep kebijakan
pendapatan asli daerah; .
Melaksanakan pendeolumentasian Regulasi Pajak Daeraly;
Menyiapkan bahan evaluasi pendapatan dacrahy
Melakukan evaluasi terhadap realisagi penerimazan dan tunggakan
pajak/retribus daerabh,
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Q. Menganalisa Data Pajpk dan Retribusi Daerah yang di sampaikan dleh
WP/WER; ¥

r. Menyusun RKA Seksi Analisa dan Evaluasi;

5 Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkajt;

t Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Analisa dan Evaluasi;

v. Menyusun dan Melaksanakan Pengolahan Data, Analisis dan Penyajian

Informasi Papk Daerah dan Retribusi Daerah;
wihMelaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Keenam
BIDANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

Urajan Tugas Kepala Seksi Perhitiingan dan Penetapan, sebagai berikit

a.

&,

IL

Ho0

Memimpin pelaksanaan tugas Bilang Perhitungan dan Penetapan vang
meliputi Seksi Perhitungan, Seksi Penetapan dan Selcsi Perrbulouan;
Menghkeordinasikan penyUsunan rencana Kerja Eidang Perhitungan dan
Fenetapan;
Mendistribusikan pekerfeaan dan memberikan arahan pelaksaraan tagas
kepada bawahan;
Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan:
Mengevaluasi  hasil  kerja  bawahan  dalam  upaya meningkatkan
kepreduktifitas kerja;
Mengkoordinasikan dan menylapkan perumusan serta PEAFUSUNAT Urusan
kebijakan, pedoman, pekerjaan ieknis, petunjuk  pelaksanaan yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perhitungan dan Penetapan;
Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan Stendar O perasional
Prosedur { SOP ) dan Standar Pelayanan ( SP) yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi Bidang Perhitungan dan Penctapan;
Membantu merumuskan Rencana Pemdapalin Daerah  dsn Evaluasi
Pendapatan Daerah yang bersumber daii PAD:
Mengkoordinasikan  pelaksanaan. kegiatan Perhitungan dan Penetapan
Pajak Dacrah yang ditetapkan secarah offical zssesment atau secara
jabatan dan daerah retnribuai
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan -verifikasi admimistrasi  dan
vaidasi pajak daerah secara self assesment dan retribusi daerah;
Mengkoordinasikan penerbitan SKPD, SKRD, SPPT, 8SPD, SKPDKR,
SKPOLB, SKPDKBT dan SKPD Nihil serta media setara lainnys;
Menghkoordinasikan pelaksaan kegiatan perekapan data pajek daerah dan
retribusi deerah;
Mengkoordinasikan rekonsiliasi dan pembukuan  pagk  daersh  dan
retribusi daerah;
Mengloordinasikan peoyusunan RKA dan DA
Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan  eveluasi penerbitan
ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
Melaksanalian koordinasi dengan SKPD terkair:
Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
Mclakukan monitoring dan  eveluasi  peluksanaan  kegitan Bidang
Perhitungan dan Fenétapan;
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s Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelalsanaan kegiatar Bidang
Perhitungan dan Penecapan;

Melaksanakan tugas kKedinasan lamnys.

{1

(2

Pasal 12

Uraian Tugas Kepala SE](E‘;[. Perhitbangan, sebagai beriloat

Aoy p

o

o g g+

P

Memimpin pelaksanaan Lugas Seksi Perhitungan;

Mcnyusun rechoana kerja, program dan kegiatan Scksi Porhitingan,
Melaksanaken program dan kegiatan Seksi Perhitungan,
Mendistribuaikan pekerjaan dan. mempberilcan  arahian  pelaksansan
tugas kepada bawabhan;

Mengeveluasi hasil kerja  bawahan dalam upaya meningkatkan
praduletivitas kerja;

Menyusun konsep standar operasional prosedur (SOP) can Standar
Pelayanan (SP):

Menyusun  konsep kebijakan, pedoman, pemanjuk pelaksana dan
petanjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi
Perhitungan;

Mclaksanakan kegiatan verifikasi dan velidasi data laporan pagk
dasral dan reteibus] daerah;

Melaksanakan kegiatan perhitungan pajak daersh dan retribusi daerah
sesual data WP/WR;

Melaksanakan perhitungan kemball pajek dacrel Rurang bayar, lebih
bayar, atau nihil yang tertunggak atas permohonan wajib pajak;
Meleksanakan moniroring dan eveluasi hasil perhitungan pajak deeral.
dan retribusi dacrah;.

Menyusun REA Scksi Perhitungan;

Melaksanakan koordinast dengan SKPD terkait

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atarsan;

Menyusunl laporan pertanggung jawaban pelaksana kegialan  Seks
Perhitungan;

Melakukan tugas kedinasan lainnya.

Uraian Tugas Kepala Seksi Penetapan, sebagal berikut:

RO g R

™

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Penetapan,

Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Seksi Penetapan;
Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penetapan;
Mendistribusikan  pekerjaan dan memberikan arahan pelakfansan
tligas kepada bawahan;

Mengeveluasi hasil kerja  bawahan dalan: upaya meningkatlkan
produkiivitas kerja;

Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur [30P) dan Standar
Pelar7anan (BP) yang terkait fugas dan fungsi Seksi Penetapan;
Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksana dan
petijunjuk tekmis yang terkait tugas dan fungsi Seksi Penetapan;
Melaksanakan kegiatan penelapan dan penerbitan SKPD, SKRD, SPPT,
SKPDKB, SKPDLE dan atau SKPD rithil seta media setara lalnnya;

Mendistribusikan SKPD, SKRD, SPPT, dan SSPD kepada Wank Papak
dan Wajb Retribuasi;
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Melaksanakan koordinasi dalbm rangka pelaksanac.n penerbitan Surat
Ketetapan Retribysi Daerah;

Menyusun RKA Seksi Penctepan;

Mclaksanakan koordinasi dengan SKPD terkaft;

Mefiibérikan sardn dan perfimbangan kKépada atasan,

Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan keglatan Seksi
Penectapan; '

0, Melakaanakan tugas kedinasan. lainnya.

e

P ETR

18] Uralan Tugas Kepala Seksi Pembukuan, sebagai berikut ¢

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pembulkuan,

Menyusun- rencana kerja, program den kegidlan Scksi Pembukuan;

Melaksanakan program dan kegiatan Seks: Pembulman;

Mendistribusikan pekefjaan dan memberikan arahan pelaksanaan

tugas Kepadsa bawahan,

e. .Mengeveluasi hasi] kega Dbawaban dalam upaya meningkarkan
produktivitas kerja;

f. Menyusun lonsep Siondar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan (SP) yang terkait wugas dan fungsi Seksi Pembukuan;

g Menyusurl konsep kebijakan, pedumaii, peluinjuk  pelakdsiid  dall
petujunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Seksi Pembulkuarn;

h  Meleksanakan kegiatan pemmbuloun pajak daerah dan retribuel daerah;

i Menyiapican bahan atau data piu:éng papk daerah dan retribusi
daerah; '

h! Méﬁgl{ﬁﬁt‘dmaﬁi dan nmelaksanakan Kégiatan rekondilidsi pajalkk dasrah
dan retribusi daeran;

kk Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rengka

pencatatan pendapatan asli daerah lainnya,

Mclaksanakan p:mcriksaan karn.t data WP{WR pcla.ksanaan

po op

=

tgrhadap abyek pajk daerah dan retnbus: daerah,

Melaksanakan perckapan data WP/WR;

Menyusun RKA Scksi Pembukuan;

Melaksanakan koordinasi dengan SKPD lerkait;.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksana kegiatan Scksi
Pembkuan; ) '
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

£Lm e s g

T

Bugian Ketujuh
BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

Pasal 13

Uraian Tugas Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, sehagai herilonr .
a. Memimpin pelaksanaan tugas Bid:ing Penagihan den Keberatan yang
- meliputi Seksi Penagihan, Seksi Keberatan dan Scksi Pelaporan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan
Keberatan,
. Mendistribusiian prkﬁ;-]aan den memberikan arhan polaksanasn togas
kepada bawahan,;
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(1)

Mengioordinasikan dan mengendalikan. kegiatan bawahean;

Mengevaluasi hasil kenpa bawahan dalam  upaya metungkatkan

kepraduktifitas keris;

Menghkoordinasikan dan menyiapkan perumusan serta penyusunarn urusas

kebijakan, pedoman, pekerjaan telemis, petunjuk pelaksanaan  yang

berkaitan dengan tugas dan fungs. Bidang Penagihan dan Keberatarn;

Mengkoordinasikan peramusan dan penj.ausﬂnﬁn Standar  Operasionasl

Prusedur (S0P dan Standar Pelayanan (SF) yang berkaitan dengan tugas

dan fungsi Bidang Penagihan dan Kcberatan;

Mengi{uﬂrdinaaikﬁn pelaksanaan Penagihan, Pertimbangan dan Keberatan

serta Pelaporan angsuran pajk daerah, retribusi daerah dan penerimaan

lain-lain; _

Mengkoordinasikan pelaksanaan klasifikasi I:ng-gakan ~pajk  daerah,

retribusi daerah serta bagi hasil pajak dacrab:;

Mengkoordinasikan pelaksanaan angsuran piutang pajak daerah dan

retribusi daerah;

Mengkoordinasikan pelaksanaan Pekan Pungutan FBEB-FZ.

Melaksanakan pelayanan pertmbangan dan keberatan atas surat

permohonan keberatan pajak daerah dan retribusi dacrah dan WP/WER;

Melaksanakan pertimbangan terbadap surat keberatan &n surat

permohonan banding atas materi penct apan pajyk dacrah;

Melaksanakan pertimbangan kepurusan menerima atau menolak keberatan

dan  meéneruskan  penyelesaian  permohonan banding ke Majelis

Pertimbanpgan Pajals

Mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan SKPD  terkait dalam
melaksanakan penagiban papk daerah dan retribus daerah;

F‘Elﬁkﬁanaan evaluasi penermmaan dan tunpggakan pajak daerah, ret:ibus

daerah serla pendrimaan j&r-lain yang sab;

bMengkoordinasikan penyampaian laporan penerimaan  SKPD  pengelola

pendapatan daerah;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penagihan pajak daerah dan retribusi

daerah serta pendapatan ashk daerah lainnya dan keberatan;

Pelaksanaan pelaporan piitang pajk daerah dan retribusi daerah;

Mengkoordinasikan penyusunan RKA Bidang Penagihan dan Keberatamn;

Melaksanakan koardinagi dengan SKPE terkaik;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

Menyusun laporan pertangeung jawaban pelaksanaan kegiatan Bidang

Penggihan dan Reberatan,

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

Pasal 14

Uraian Tugas Kepala Scksi Penagihan, sehapgai berikut:

a, Memimpin Pelaksanaan Tugas Seksi Fenagihan;

b, Menyusun Rencana Kerja Sekcsi Penagihan;

¢. Mendistribusikan Pekerjaan dan Memberikan Arahan  Pelaksanasn
Tugas Kepada Bawahan;

d, Mengevaluasi hasil Kega Bawaban Dalam Upena  Meningkatken
Produlctifitas Kerja; '
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(2)

L P

-

Menyusun Konsep Standar Operasionai Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan (8P} Yang Terkait Tugas dan Fungsi Seksi Penagihan;
Menyusun Konsep Kebijakan, Program, Pstunjuk Pelaksansan dan
Petunjuk Teknis Yang Terkait Tugas dan Fungsi penagihan,
Metaksanakan Penagihan Terhadap Pajgk Daerah dan Retribusi daerah,
Melaksanakan Penagihan Pratang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
Melaksanakan Penyusunan WUrutan Penghapudsan Plutang Pajak Daerah
dan Retnbusi  daerah  Berdasarkan  Peraturan  Perundang -
Perundangar;

Melaksanakan Kermp Sama Dengan BHID  Terkait Dalam Rangka
Pelaksanaan Penagihan Pajpak Daerah dan Retribusi Daemh Serta
Putang Pajak/Retribusi Dacrah; '

Membantu Melaksanakan Rokonsihas) Penerimaan Derah;
Melaksanakan Evaluasi dan Pelapors n Hasil Pelaksanaan Penagiharn;
Melakganakan Perhitungan Gan Penagihan Nilai Nominal Angsuran
Piutang Pajek dan Retribusi Derah Atau Penelusuran WP/WR;

. Menyusun RKA Scks: Penegihan;

Melaksanakan Koordinasi Dengan SKPD Terkent:

Memberikan Saran dan Pertimbangan Kepada Atasan,

Menyusun Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan XKegiatan Seksi
Penagihan!

Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya.

Urajan Tugas Kepala Seksi Keberaten, sebagal beriicut:

a
.}
e

Memimpin Pelaksanaan Tuges Saksi Keberatan,

Menyusun Rencana Kerja Seksi Keberatan,

Mendistribusiken Pekerjean <dgn Mcemberikan Arahen Pelaksanaan
Tugses Kepada Bawahan;

Mengevaluasi hasil Kerja DBawehan Dalam Upaya Meningkatkan
Produktifitas Keria;

Menyusun Konsep Standar Operasional Prosedur { S0F | dan Standar
Pelayanan (8P) Yang Terkait Tugaes dan Flngsi Seksl Keberatan,
Menyusun. Konsép Kehijakan, Program, Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Telnis Yeng Terkast Tugas dan Fungst Keberatan

Menyusun Bahen Rumusan Pertimbangen dan kebertan Pengenaan
Pyjak Daerah, Retribusi Daerah Atau Penerimaan Lain - Lam Yang Sabhy;
Melaksanakan Pertimbangan dan keberatan Pengenaan Pajak Daerah,
Retribusi Dacrah Serta penerimaan Lain — Lain Yang Saly
MelaksanakanPenindalh bukwan Penerimsan Awal dan Penenmaan
Akhir Papk Dacrah Akibat Terjadinnya Resutis;

Melalktsanakan Pembennan Layanan dan Permohonan banding Atau
Materi Penetapan Papk Daerah dan Retribusi Deraly;

Menyiapkan Pertimbangan Keputusan Menerima Alau  Menolak
Permasalahian Keberatan;

Melakukan Ewvaluasi Pelaksanaan Pertimbangan dan Keberatan Paglk
Daerah dan Retribusi Dacrahy

Melaksanakan kerja sama dengsn Insatansi terkait dalam pelaksanaar:
keberatan pajk daerah dan retribusi daerah;

Melaltsanakan Urutan keberatan dan pengurangan ketctapan palak
derah dan retribusi daerah;

1%




Ham O

=

Menyusun RKA Seksi keberatan;
Melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait;

‘Memberikan saran daen Pertimbangan kepada alasarn;

Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tugas-
Tlugas Seksi keberatan;
Melaksanakan Tugas Dinas Laimya.

(3} Uraian Tugas Kepala Seksi Pelaporan, sebagal berilout:

a.
i

.

Memimpin Pelaksanaan Tug,as Seksi Pelaporian;

Menyusun Rencana Kena Seks Pelaporan;

Mendistribusikan Pekerjaan dan Memberikan Arahan Pelaksanaan
Tugas Kepada Bawshan; :

Mengevaluasi hasil Kerja Bawshan Dalam Upaya Meningkatkan
Produklifitas Kerja;

Menyusun Konsep Standar Operasional Prosedur (S0P dan Standar
Pelayanan [SP) yang terkait Tugas dan Fungsi Seksi Pelaporan,
Menyusun Konsep Kebijakan, Program, Pewnjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis Yang Terkait Tugas dan Fungsi Pelaporan,
‘Meiaksanakan penyusunan dan pennyampaian laporan pendapatan
dacrah bhaile bulantnwualansemester dan tahunan serta laporan -
laporan Inscdentl dalam rangka pengeloiaan dan pengkajian Informasi

pendapatan daerah sebagal bahan evaluasi;

Menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah/retribust derah
dan  tunggakan pajak/retribusi  dersh  yang  dilakukan  badan
pendapatandacrah;

Mennyelengearakan akuntansi pelaporan palak daerah dan retribusi
dagrah serte piurang pajak/rewribusi daerah;

Membatu melaksanakan rekonsiliasi penetimaan daeraly;
Melaksanakan kerja sama dengan SKPD pengelola pendapatan daerah
dalam rangka laperan realisasi penenmaan dacréh yang 4 kelola
ssbagai mastkan untuk pengukuran rencana penerimesan deerah;
Melaksanakan Ewvaluasi terhadap realisasi pendapatan daerah dalam
rangka penyusunan penerimaan daerah pada APBD maupun APBD
perubahan;

Melaksanakan enyusanan RKA sclaai Pelaporan,

Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD  terkait dalam rangka
penyusunan pelaporan Pendapatan Asli Daerah;

Memberikan saran dan pertfimbangan kepada atasan;

Menyusun laporan pertanggungawaban pelaksanaan kematan seks:
pela poras, '

Melaksanakan tugas kedinasan lamnya.

Bapian Kegtlapih
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

Uraian Tugas Xepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan, schbaga:
Leriboat -
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Memimpin pelaksanaan tugas Blda_ng Pengendalian dan Pengembangan
yang meliputi Seksi Pemneriksaan dan Seksi pesertiban, Seksi Penelitan dan
Pengernbangan dan Seksi Penyuluihan;
Mcngkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan
Pengernbangan;
Mendistribusikan pekrjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas Kepada
bawahan;
Mengkoordihasiican dan mengendalikan kepiatan bawahan;
Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatizan
proeduktiites kerja;
Mengkoordinsikan perumusan dan penyusunan usulan  kebijakan,
pedoman, petunjuk pelaksansan din petunjuk teknis yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi bidang Pengendalian dan Pengembangan;
Mengkoordinasikan perumusan dan peyusanan Standar Operasinal
Prusedur (S0P dan Standar Pelayanan (5P| yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi Bidang Pengendalian dan Pengembangarn;
Mengkoordinasikan Pengawasan men vangkit kepatuhan WP/WR;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan penstabilan WP/WR
maupun Objek Pajak dan Objek Retribusi yang tidak serius dengan
Peraturan Daerah;
Mengkeordinasikan pelaksanaan kegitan peneliian dan pengembangan
poterisi Pajak/Retribusi Daerah  dengan mengoptimalisasi  penerimgan
Dagraly
Mengkoordinasikan - pelaksanaan kegiawn Pengendalian dan
Pengembangan baik kepada WP/WR maupuri SKPD pengelola Pendapatan
Daerah; :
Mengkoordinasikan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan WPE/WR
dalam pelanggaran Peraturan Daerah;
Mengkoordinastkan pelayanan pertimbangan penundaan, pembayaran,
angsuran, penghapusan s= mksl, sarta penundaarn jaluh tempo pembayaran
Pajak Daerah/Retribusi Dagrah;
Mengkoordinasikan penegakan sanksi Perpajakan dan Retribusi;
Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepatuhan serta  kebijakan
Perpajakan Daerah/Retribusi Dacrah terhadap WPfWR;
Mengkoordinasikan pelaksanaan monitering dan  evalgas)  terhadap
pelaksanean pemeriksasn dan penertiban, penclitian dan pengembangan
serta peny uluhan; '
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dakimn s ngka
peningkatan kapasitas petugas Pajak Daecrah; Retribusi Daerah;
Mengkoordinasikan — perencasaan,  pembuatan, pemeltharasan  dan
pengermnbangan sistem dan infrastrulktur teknologl informasi dan  sistem
manajemen pencdapatan daerah/retnbusi dacrah; sistem  pelaksanaan
porperast media sisterns;
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sistim  Infzrmasi Manalemen data
transsksi WP/WR Ssqara Online;
Melaksanakan Keria sama dengan [nstansi Terkait dalam rangka
pelaksanaan Kegiatan pemeriksiagn dan penertiban terhadap WP/WR vang
melakukan pelangearan peraluran daerah;
Melaksanakan penatausahaan hasil pemerksaan kBpangen atau Obyek
pajak/Obyels Retribusi serta WP/WR,
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Mensmisun Rencana Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah
Tertentu, Pajak dan Relrbusi Daerah  sesual dengan  Perundang -
Undaigan,

Menyrusun Bahan Petunjuk Telknis Linknp Pemerisaan can Penernmasan
Laporan hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa;

Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

Mengkaordinasikan  ptnyusunan RKA  Bidang  pengendalian  <an
Pengembangan; '

. Menyusun laporan pertanggung Awaban pelaksanasn kegiatan Bidang

Pengendalian dan Pengembanagarn;

. Melaksanakan tugas kedinasan lainnva.

Pagal 16

Uraian Tugas Kepala Seksl Pemeriksaan dan Penertiban, sebagal berikut :
a Memimpin Pelaksanaan Tugas Seks/ Pemeriksaan dan Penertinam
b, Menyusun Rencana Kerja Seksi Perneriksaan dan Penertiban;

¢ Mendistribusikan Pekeriaan dan Memberikan Arohan Pelaksanaan
Tugas Kepada Bawahan,

d Mengevaluasi hasil Kerja Bawshan Dalam Upaya Meningkatkan
Produktifitas Kerja,

e Menyusun Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayenan [SF Yang Terkait Tugas dan PFungal Scksi Pemerikesan dan
“Penertiban; _

{ Menyusun Homsep Hebjjakan, Program, Petunjuk Pelaksansan dan
Petunjuk Teknis Yang Terkait Tugas dan Fungsi Pemeriksaan dan
Penertiban, '

g Melaksanakan pengawasan kepatuhen Waib Pajak/ Wajb Retribusi

h. Melaksanakan Observasi dalam rangka persiapan pemerikaaan Pajek
Daerah dan Retribusi Daeraly

L Mengedintifikasi peléngparan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daeran;

. Melaksanakan pemeriksaan pelanggaran Pajak Daerah/Retribusl
Daerah:

Kk Melaksanakan — monitoring  tindak  lanut  hasi pemeriksaan
Pajak/Retribusi Daerah;

L Melaksanakan urusan restitusi, pembatalan ketetapan Papk dan
catatan pengembalian kelebihan pembayaran;

m. Melaksanakan pemberian  pertimbangan  penundaan  pembayaran,
angsuran, pernghapusan sanks, scrta  penundaan jatuh tempo
pembayaran Pajale/Retribusi Daerah;

Melaksanakan penegakan sanksi Perpajakan /Retribusi Daerah;

o. Menyusun bahan petunjuk tekms  lingkup pemeriksaan  dan

penerimaan laporan hasil pemeriksaan tim pemenksa;

p. Melaksanakan penatausahaan hasil pemernbessan lapangan atau objek
Pajal/Retribusi dan Subkk Pajak /Retribusy



(2)

V.

Melaksanakan monitoring dan evaluasl tentang pelaksanaan tugas
pem'erikaaan dan penerdban;

Melaksanakan kerja sama dengan instans  terkait.  dalam rangka
pemerikgaan dan pererttban obfek Pajak/Retribusi Daerah maupun
subjek Pajalk/ Retribust Daerah;

Menyusun rencana pemeriksaan ttrhad;ap pelanggaran  Peraturan
Daerah Pajak/ Retribusi;

Menyustun RKA Selkesi Pemeriksaan dan Penertiban;

Meyusun ]aporan pertanggun.awaban pclaksanaan kegiatan Seksi
Pemeriksaan dan Pehertiban;

Melaksanakan koordinasi dengan SBKPD terkaif;

wMemberikan saran dan pertimbangan kepada atasar;

.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Uraian Tugas Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut .

a.
b.

C.

Memimpin Pelaksanaan Tugas Sekst Penelitian dan Pengembangan;
Mernyusun Rencana Kcerja Seksi Penelitian dan Pengembangany;
Mendistribusikan Pekerjaan dan Membenkan Arahan Pelaksanaan
Tugas ¥epada Bawaban,
Mengevaluasi hasil Kerja Bawahan Dalam: Upaya Meningkatkan
Produktifitas Kera:
Menyusun Konsep Standar Gperasignal Prosedur [30F) dan Standar
Pelayanan (SP) Yang Terkat Tugas dan PFungsi Secksi Penelitian dan
Pengembangan,
Menyusun Konsep Kebijukan, Program, Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis Yang Terkait Tugas dan Fungsi Peneliian dan
Pengembangarn;
Menyusun rencana program kegiatan pengendafian terbadap pengelola
Pajak Daerah dan Retribusi Daeral,
Menyusun rencana program kegiatan penelitian dan pengembangan,
penggalian potensi Pajak Daerah dan Rerribusi Dasrahy
Melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi Pajak/Retribusi
Dacrah dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Daerahy;
Melaksanakan pengendalian dan pengawasaan pemungutan Pajalk/
Retribusi Daerah dan pencrimaan lain-lain yang sal
Melaksanakan kegiatan dan pengembangan potensi Pendapatan
Dagerah,;
Menyusun pengkajian dan pengembangan poiensi untuk penungkatan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD] melalut pengutan Pamk
Daearh dan Retribusi Daerah;
Melakukan penghitungan potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
Melakukan perencanaan, pembuatan, pemeliharaan dan pengembangan
sistem infrasrtuktur tekoologi informasi Pajak/Retribust Dacraky
Melaksanakan monitoring sistem mformasi manajémen data transaks
wajib Pajak/Retribusi Daerah secara online/manual,
Melalukan kerja sarma dengan SKPD pengelolah pendapatan maupun
plhak-pihak lain dalam mngka pengemibangar potensi Pengrimaan
Daerah;
Menyusun RKA Seksi Pengendalian dan Pengembangan;
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1.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
Melaksanakan koordinasi denpgan SKPD terkait,

Meyusun laporan pertanggungjawahaﬂ' pelalcssnaan  Lkegistan Sekst
Penelitian dan FPengembangan;

Melaktsanakan tugas kedinasan lainnya.

Uraian Tupas Kepala Seksi Penvuluhan, sebagai berikut:

58

b.

C.

Memimpin Pelaksanaan Tugas Sekst Penyuluhart;
Menyusun Rencana Kerja Selesi Penyuluhan;

Mendistnibusikan Pekerjaan dan  Memberikan Arshan  Pelaksanaan
Tugas Kepada Bawahan,

Mengevaluasi hasil Kerja Bawahan Dalam Upaya Meningkatkan
Produkrifitas Kerja; :

Menyusun Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelay anan (SP) Yang Terkait Tugas Gan Kungsi Seksi Penyuluhan;
Menyusun Konsep Kebijakan, Program, Petunjulk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis Yang Terkait Tugas dan Fungsi Penyuluhan;
Melaksanalian penyuluban dan bimbingan kepatuhan serta kebijakan
Parpajakan/Retribusi Daerah terhadap WP/WR;

Melaksanakan monitoring dan evahiasi hasil peryuluhan terhadap
WP /WR;

Mclaksanakan bimbingan ieknis peningkaran kapasitas petugas Pajk
Daerah dan Retribusi Daerah;

Melaksanakan pembinaan tekmis u[:erasumal terhadap pﬂtdg:‘lb SKPD
pengelolah Pendapatan Daerah;

Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan dacrah terkalt Pajk
Daerah /Retribusi Dacrah,

Melaksanakar Rapat Koordinasi SKPD pengelolah Pendapatan Daeraly

. Meryusun RKA Seksi Penyuluhan;

Melaksanakan kcﬂrdiﬂasi dengan SKPD terait;
Memberikan saran dan pertumbpangan kepada atasan;

Meyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keglatan Seksi
Penyuluharn;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB 10
SKETENTUAN PERALIAN

Pasal 17

Penjabaran Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditstapkan
dengan Keputusan Walikola.

Dengan berlakunya Peraturan Walikora i, maka Peraturan Walikota Tual
Nomor 07 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Dacrah
Kata Tuel, dinyatakan tidalk berlaku lagi



BAR IV
KETENTUA:Y PENUTUP

Pagal I8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkar:.

Agar setiap orang mengeiahuinya, meémerintahkan pengundangan peraturan
Walikota i dengan penempea: annya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan ¢ Tual
Badr=spenal O5 Janaari 2017

Diundang_k;m di Tual
Pada tanggal _95_ Januarr 2017

R 'r.’r'w\
SEKRETARIS DALRAH

KETA TUAL
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